AL 3

WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR
01 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu mengubah
Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2011
tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi
Nomor 4 Tahun 2012 untuk disesuaikan dengan
Peraturan Presiden tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Walikota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kota Bukittinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah  Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun
2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor
035);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun
2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor
08);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun
2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008
Nomor 03);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi ( Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kota Bukittinggi ( Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);
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29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2015 (Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi tahun 2012 Nomor 4);

30. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2011
tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 01) yang telah
diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 4
Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012
Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 01
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 01 Tahun
2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 01) yang
telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012
(Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 huruf a dan huruf i diubah, sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

ULP mempunyai tugas utama sebagai berikut:

a.

b.

Melaksanakan Pengadaan Barang/ jasa yang dilakukan melalui
pelelangan /seleksi;

Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA/KPA
dan/ atau laporan mengenai pelaksanaan tugas ULP kepada pejabat
yang mengangkatnya;

. Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi

informasi melalui layanan pengadaan secara Elektronik (e-Procurement);

. Melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, system dan

prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;

. Melaksanakan bimbingan teknis dan advokasi bidang pengadaan;

. Melakukanmonitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan

pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;

. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia bidang pengadaan;

.Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan

pengadaan barang/ jasa; dan

Menetapkan penyedia barang/jasa yang melakukan penipuan/
pemalsuan dan pelanggaran lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah kedalam Daftar Hitam serta melaporkannya
kepada LKPP.
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2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 7
(1) Organisasi ULP meliputi :

a. Pengarah terdiri dari :
1. Penanggungjawab;
2. Wakil penanggungjawab.

b. Tim Ahli Pengadaan, Hukum dan Sanggah.

c. Operasional terdiri dari :
1. Kepala,;
2. Sekretaris;
3. Kelompok Kerja (Pokja)
Keanggotaan Pokja ditetapkan untuk :

a) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan
nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b) Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

d. Sekretariat.

(2) Susunan keanggotaan Organisasi ULP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bukittinggi.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 8

(1) Kepala ULP mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan
semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di
lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi

(2) Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi :
a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
b. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;

c. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan
melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan;

d. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa kepada Walikota;

e. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya
Manusia ULP;

f. Menugaskan/ menempatkan/ memindahkan anggota kelompok kerja
yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Walikota, apabila terbukti
melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau
KKN.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a diubah dan sesudah huruf j
ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf k dan huruf 1 dan ayat (2) dihapus,
sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10
(1) Kelompok Kerja ULP mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
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b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
c. Menetapkan besaran nominal jaminan Penawaran;

d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Website
Pemerintah Kota Bukittinggi dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam
Portal Pengadaan Nasional;

e. Menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau
Pascakualifikasi;

f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;

. Menjawab sanggahan;

0Q

h. Menetapkan penyedia Barang/Jasa untuk:

1. Pelelangan atau penujukan langsung untuk paket pengadaan
barang/ pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling
tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) atau,;

2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa
konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah);

i. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

j- Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa;
k. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP;

l. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

(2) Dihapus.
5. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal
10A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 10A

(1) Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP wajib memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas;

b. Memahami pekerjaan yang akan diadakan;

c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP atau
kelompok kerja yang bersangkutan;

d. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan,;

e. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa sesuai
dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan

f. Menandatangani pakta integritas.

(2) Persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala
ULP.
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Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan : di Bukittinggi
pada tanggal : 15 Januari 2013

WALIKOTA BUKITTINGGI,
dto
ISMET AMZIS
Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 15 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,
dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 3
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